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Keterangan: Tujuan dan Sasaran Strategis Pengadilan Negeri Rengat  Kelas II Selaras Dengan Tujuan dan Sasaran Strategis Mahkamah Agung 
 
 
 
 
 

 
 

  

 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
  

SASARAN 

INDIKATOR 

Terwujudnya 
proses 
peradilan 
yang pasti, 
transparan 
dan 
akuntabel 

Meningkatnya 

akses 

peradilan bagi 

masyarakat 

miskin dan 

terpinggirkan 

 

Peningkatan 
efektifitas 

pengelolaan 
penyelesaia
an perkara 

 

Meningkatnya 

kepatuhan 

terhadap 

putusan 

Pengadilan 

 

a. Persentase 

perkara yang 

diselesaikan tepat 

waktu; 

b. Persentase 

perkara Yang 

tidak mengajukan 

upaya hukum 

banding; 

c. Persentase 

perkara yang 

tidak mengajukan 

upaya hukum 

kasasi; 

d. Persentase 

perkara anak Yang 

diselesaikan 

dengan diversi; 

e. Index persepsi 

pencari keadilan 

yang puas 

terhadap layanan 

peradilan. 

a. Persentase 

salinan 

putusan yang 

disampaikan 

ke para pihak 

tepat waktu; 

b. Persentase 

perkara yang 

diselesaikan 

melalui 

mediasi. 

 

a. Persentase 

pencari 

keadilan 

golongan 

tertentu Yang 

mendapat 

layanan  

bantuan 

hukum 

(POSBAKUM). 

a. Persentase 

putusan 

perkara 

perdata yang 

ditindak 

lanjuti 

(DIEKSEKUSI) 
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Menjaga kemandirian badan 
peradilan 

Terwujudnya Pengadilan Negeri  
Rengat Kelas II Yang Agung 

Memberikan pelayanan hukum yang 

berkeadilan kepada para pencari keadilan 
Meningkatkan kualitas 

kepemimpinan badan peradilan 
Meningkatkan kredibilitas dan 
trasnparansi badan peradilan 

Terwujudnya kepercayaan 
publik atas layanan peradilan 

Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas 
Pengadilan Negeri Rengat Kelas II 

MISI 

TUJUAN 

VISI 

Persentase 
perkara yang 

diselesaikan tepat 
waktu 

Persentase Pencari 
keadilan golongan 

tertentu yang 
mendapat layanan 

bantuan hukum 

Persentase Kepuasan 
para pencari keadilan 

terhadap layanan 
peradilan 

Jumlah Pelaksanaan 
pengawasan kinerja 

aparat peradilan 
secara optimal 

Persentase 
transparansi 

pengelolaan SDM, 
keuangan, dan aset 

INDIKATOR 

Meningkatnya 

transparansi 

Pengelolaan 

SDM, 

keuangan, dan 

aset 

 

 Meningkatnya 

Pelaksanaan 

Pengawasan 

kinerja aparat 

peradilan secara 

optimal 
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VISI 

MISI 

TUJUAN 

Menjaga kemandirian badan 
peradilan 

Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung 

Memberikan pelayanan hukum yang 
berkeadilan kepada para pencari keadilan 

Meningkatkan kualitas 
kepemimpinan badan peradilan 

Meningkatkan kredibilitas dan 
trasnparansi badan peradilan 

Terwujudnya kepercayaan 
publik atas layanan peradilan 

Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas 
Mahkamah Agung 

INDIKATOR • Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu; 
• Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan 

biaya/prodeo; 
• Presentase perkara yang diselesaikan melalui sidang 

keliling/zitting plaats baik di dalam negeri maupun di luar 
negeri; 

• Persentase perkara yang terlayani melalui posyankum; 

• Persentase perkara permohonan identitas hukum; 

• Persentase kepuasan para pencari keadilan terhadap 
layanan peradilan; 

• Presentase satuan kerja yang telah memiliki sertifikat 
akreditasi. 

• Jumlah pembinaan bagi aparatur teknis peradilan; 
• Jumlah pembinaan aparatur non teknis peradilan; 

• Jumlah pelaksaanaan pengawasan kinerja aparat peradilan 
secara optimal; 

• Persentase transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan 
aset. 
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SASARAN 

INDIKATOR 

KEGIATAN Peningkatan Manajemen 

Peradilan Umum 

 

Meningkatnya tertib administrasi 
perkara di lingkungan peradilan 
umum 

a. Jumlah layanan dukungan perkara 
peradilan umum; 

b. Jumlah jam layanan yang diberikan 
pos bantuan hukum; 

c. Jumlah perkara peradilan umum 
yang diselesaikan tepat waktu. 

 

Pembinaan Administrasi dan 
Pengelolaan Keuangan Badan 

Urusan Administrasi 

Pengelolaan dan pelaporan keuangan 
yang transparan dan akuntabel 

a. Persentase realisasi Penerimaan 
Negara Bukan Pajak; 

b. Persentase realisasi anggaran 
belanja. 
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Pengadaan Sarana dan Prasarana di 
Lingkungan Mahkamah Agung 

INDIKATOR 

SASARAN 

Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan 
Prasarana Dalam Mendukung 
Pelayanan Pradilan 

Terpenuhnya Kebutuhan Sarana dan 
Prasarana Dalam Mendukung 
Pelayanan Peradilan 

- Terlaksananya penyelesaian perkara tepat waktu; 

- Terlaksananya penyelesaian perkara yang tidak 

mengajukan upaya hukum; 

- Terlaksananya perkara anak yang diselesaikan dengan 

diversi; 

- Terlaksananya kepuasan pencari keadilan terhadap 

layanan peradilan; 

- Terlaksananya penyampaian salinan putusan kepada 

para pihak; 

- Terlaksananya penyelesaian perkara melalui mediasi 

- Terlaksananya layanan bantuan hukum (posbakum) 

bagi pencari keadilan; 

- Terlaksananya tindak lanjut putusan perkara perdata 

(eksekusi); 

- Terlaksananya koordinasi pelaksanaan pengelolaan 

administrasi perkara; 

- Terlaksananya pembinaan teknis kepaniteraan dan 

kejurusitaan. 

- Terlaksananya koordinasi, pembinaan, dan pengawasan 

pelaksanan tugas dalam pemberian dukungan di bidang 

teknis; 

- Terlaksananya penyiapan bahan pelaksanaan, program 

dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan 

statistic, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan 

dokumentasi serta pelaporan; 

- Terlaksananya penyiapan bahan pelaksanaan urusan 

kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana; 

- Terlaksananya penyiapan pelaksanaan urusan surat 

menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, 

keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, 

perpustakaan dan pengelolaan keuangan. 

- Jumlah penyelesaian perkara tepat waktu; 

- Jumlah penyelesaian perkara yang tidak mengajukan 

upaya hukum; 

- Jumlah perkara anak yang diselesaikan dengan diversi; 

- Jumlah kepuasan pencari keadilan terhadap layanan 

peradilan; 

- Jumlah penyampaian salinan putusan kepada para 

pihak; 

- Jumlah penyelesaian perkara melalui mediasi; 

- Jumlah layanan bantuan hukum (posbakum) bagi 

pencari keadilan; 

- Jumlah tindak lanjut putusan perkara perdata 

(eksekusi); 

- Jumlah koordinasi pelaksanaan pengelolaan 

administrasi perkara; 

- Jumlah pembinaan teknis kepaniteraan dan 

kejurusitaan. 

- Jumlah koordinasi, pembinaan, dan pengawasan 

pelaksanan tugas dalam pemberian dukungan di 

bidang teknis; 

- Jumlah penyiapan bahan pelaksanaan, program dan 

anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan 

statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, 

dan dokumentasi serta pelaporan; 

- Jumlah penyiapan bahan pelaksanaan urusan 

kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana; 

- Jumlah penyiapan pelaksanaan urusan surat 

menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, 

keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, 

perpustakaan dan pengelolaan keuangan. 

SASARAN 

INDIKATOR 

PROGRAM Penegakan dan Pelayanan 

Hukum 

 

Dukungan Manajemen 

 

Terselenggaranya dukungan teknis dan 
administrasi justisial penyelesaian perkara 
di Lingkungan Peradilan umum 

Meningkatnya kualitas 
pelaksanaan fungsi pengawasan 

a. Jumlah penyelesaian administrasi 
perkara secara sederhana,tepat 
waktu, transparan dan akuntabel; 

b. Jumlah  layanan perkara peradilan 
umum; 

c. Jumlah SDM yang mendapatkan 
pembinaan tenaga teknis peradilan. 
 

a. Persentase pengaduan 
masyarakat yang ditindaklanjuti; 

b. Persentase temuan yang 
ditindaklanjuti; 

c. Persentase laporan hasil 
pengawasan yang tepat waktu; 

d. Persentase hukuman disipilin 
yang dilaksanakan; 

e. Persentase rekomendasi hasil 
pemeriksaan internal dan 
eksternal yang ditindak lanjuti. 

Meningkatnya kualitas layanan 
dukungan manajemen untuk 
mendukung pelaksanaan 
pelayanan prima peradilan 

a. Jumlah pengelolaan pelayanan 
sistem informasi terintegrasi; 

b. Jumlah pengembangan SDM 
kepagawaian; 

c. Jumlah laporan pengelolaan dan 
pelaporan keuangan yang 
transparan dan akuntabel; 

d. Jumlah dokumen rencana 
program dan anggaran serta 
organisasi secara transparan, 
efektifitas dan efisien; 

e. Jumlah laporan pengelolaan 
sarana dan prasarana untuk 
menunjang pelayanan 
peradilan. 

Terpenuhnya kebutuhan sarana 

dan prasarana dalam 
mendukung pelayanan 
peradilan 

a. Jumlah pengadaan perangkat 
pengolah data dan komunikasi; 

b. Jumlah pengadaan 
peralatan/fasilitas kantor. 


